Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Ri Perwakilan Provinsi Bali

\

v, pall Fea,

4

Bali Post

‘ruta Ngurah Putra di kantornya,
~ Kamis (18/6) kemarin mengakui

Dipertanyakan.
Banggar Mulai

Denpasar (Bali Post) 5

- Jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Den-
pasar mulai membahas kebijakan umum anggaran (KUA)
dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD
Induk 2016. Padahal, KUA dan PPAS APBD Perubahan
2015 belum masuk ke meja Dewan. Akibatnya, sejumlah
anggota Banggar DPRD Denpasar mempertanyakan ke-

bijakan yang dinilai kurang runut ini.

Sejumlah anggota DPRD
Denpasar seperti Ketut Budi-
arta, I.B. Kompyang Wiranata,
Wayan Warka dan A.A. Sus-

tinya lebi

Banggar telah mengagendakan
untuk melakukan pembahasan
KUA dan PPAS Induk 2016. tidak
Mereka mengakui, pembahasan

geluaran yang akan dﬂJkukan.
Misalnya, bila pada APBD Pe-
rubahan terjadi penambahan
atau pengurangan yang signifi-
kan, tentu akan memengaruhi
juga estimasi APBD tahun beri-
kutnya. “Kalau secara F)rinsip
sih tidak ada masalah. Hanya
untuk estimasinya saja mungkin
bisa kurang tepat, karena harus
melihat perkembangan yang-di
perubahan,” katanya.

Dari pengataman sementara,
alokasi yang ada dalam KUA dan
PPAS Induk 2016 menunjukkan
adanya beberapa perubahan da-
lam struktur APBD tahun depan.
Seperti salah satu yang tercan-
tum, yakni mengecilnya belanja
publik yang dialgkasikan Pemkot

APBD Perubahan yang semes-
awal, justru belum
masuk. “Kalau untuk APBD
Perubahan 2015 belum ada.
in ini yang lebih dulu
ujar Susruta.

ndisi ini, Ketut Budi-
ayan Warka mengaku

dibahas adalah KUA dan PPAS
APBD Perubahan, Mengingat,
pemberlakuannya lebih awal dari
- APBD Induk 2016. “Makanya
saya baru tadi mempertanyakan
ini bersama teman-teman. Kok
bisa KUA dan PPAS Induk 2016
yang lebih dulu dibahas,” ujar
Budiarta dan Warka, kemarin.
- Di sisi lain, I.B. Kompyang
~ Wiranata yang juga Ketua Komi-
si IT (bidang keuangan) menga-
takan, tidak ada masalah bila
- pembahasan KUA dan PPAS
Zf Induk 2016 lebih awal dibahas.
' Namun menurut dia, logikanya
akan lebih tepat bila perubahan
vang lebih awal dibahas karena
' menyangkut estimasi perolehan
' pendapatan dan rencana pen-

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubuhgi telepan 0361-7400391.

Denpasar ke depan di banding-

- kan APBD Induk 2015 ini. Se-

mentara untuk belana pegawai,
justru mengalami peningkatan.
“Ini menunjukkan program un-
tuk masyarakat secara langsung
akan mengalami penurunan.
Berbeda dengan belanja pegawai
yang naik. Artinya, ada kemung-
kinan jumlah pegawai kontrak
yang terus meningkat sehingga
belanja pegawai naik secara
signifikan,” ujar salah seorang
anggota Banggar. (kmb12)
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Terganjal Kontrak PTNOE]

Tolak Tawaran
Pengelola -
Sampah Baru
A g A

DENPASAR - Persoalan
sampah di Kota Denpasar hing-
gakinimasih menjadi persoalan
yang belum mampu ditun-
taskan pihak Pemkot. Kondisi
demikian diperparah juga den-
gan ketidakmampuan PT Nav-
igat Organic Energy Indonesia
(NOEI) menjalankan kewajiban
sesuai kesepakatan dalam pen-
gelolaan sampah di TPA (Tempat
Pembuangan Akhir) Kota Den-
pasar di Suwung.

Persoalan ini ternyata tidak

selesai sampai dengan hal
tersebut, kini muncul pihak
perusahaan swasta lain yang
menawarkan kerjasama se-
rupa menggantikan PT'NOEI
untuk mel pengolahan
sampah diDenpasar. Salah satu
perusahaan yang bergerak di
bidang pengelolaan sampah
itu adalah PT. Djnar Lentera
Indonesia (DLI).

DLI sendiri menawarkan salah
satu solusi untuk mengatasi
sampah di Kota Denpasar den-
gan memanfaatkan teknologi
Incenerator (sebuah teknlogi

. yang menggunakan sistem pem-
bakaran). “Kami menilai untuk
mengatasi sampah di Kota Den-
pasar, teknologi yang cukup tepat

diterapkan adaiah technology

Incenerator,’ kata Chairman PT,
Djnar Lentera Indonesia, Imam
Subchi, saat meélakukan presen-
tasi penanganan sampah den-
gan technology '

jajaran Dewan Kota Denpasar,
Kamis kemarin (18/6).
Pihak DLI sendiri diterima

ariyana Wandhi
lampingi ketua komisi I Ketut
Suteja Kumara, ketua komisi
III Eko Supriadi, serta ketua

ya, DLI merupakan
perusahaan| swasta bernaung
di bawah Nip pon Steel & Sum-

ikin Engineéring. Co. Ltd., DLI
mengklaim jika pihaknya bisa
mengatasi ahsampahyang
ada di Kota Denpasar. “Melihat
kondisi sampah di TPA Suwung
tidak akan |t isa teratasi jika
tidak men gunakan teknik
pengelolaan dengan teknologi

Iiham Subigm:;:nnn-

in luas. “Untuk itu
cenerator ini cuk-
up relevan digunakan di Kota
Denpasar,’ terangny: K.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala
Dinas Kebersihan dan Perta-

gy incinerator pada

manan (DKP) Kota Denpasar,
I Ketut Wisada mengaku be-
lum mengetahui mengenai PT.
Djnar Lentera Indonesia (DLI)
tersebut. Meski ada banyak
pihak yang menawarkan ker-
jasama, namun DKP sendiri
tidak bisa menerima salah sat-
unya. Ini disebabkan kerjasama
dengan PT.NOEI'masih berlaku
hingga tahun 2024 nanti. “Kalau
mau memutus juga tidak bisa.

Karena pola ‘kerjasama kan
tidak hanya Denpasar saja.

Tapi lintas daerah yang masuk

dalam Sarbagita (Denpasar, Ba-

dung, Gianyar, dan Tabanan),”

imbuhnya. (hen/han) -
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_Sidang Dugaeih Korupsi Bantuan Sapi

Anak dan Istri Pojokkan Terdakwa

Denpasar (Bali Post) - | Pudak, I Wayall Wenten, Ketut Orita,
Sidang dugaan korupsi bantuan sapi Wayan Soma. Pud. adalah istri Juliasa
Bali betina dengan terdakwa Ni Made dan Sayang adalah anak Mangku Laba.
Sumertayanti, I Mangku Laba dan I Dalam persidangan, keduanya tetap
Made Juliasa, Kamis (18/6) kemarin bersedia menja i saksi, walau akhirnya
dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. mereka memojokkan terdakwa karena
- Jaksa penuntut umum (JPU) Eca Mari- mereka tidak mengetahui jika namanya
artha, dkk. di hadapan majelis hakim dimasukkan dalam Kelompok Tani
diketuai Dewa Suardita didampingi Ternak Pucang Sari. “Saya tidak tahu
hakim anggota Ahmad Peten Sili dan _tiba-tiba nama saya dimasukkan dalam .
Guntur, menghadirkan lima saksi. ~ kelompok ini,” jelas saksi kompak.
Yang menarik, dari lima orang saksi  Demikian halnya saksi pangadas (pe-

yang dihadirkan, dua di antaranya melihara), juga tidak mengetahui naman-
adalah anak dan istri terdakwa. Mer- ya dimasukkan ke dalam kelompok tani.
eka adalah Ni Wayan Sayang, Nil tut  Mereka tahunya bahwa dia diberikan sapi

OO e S L B S SUELLE S RE) § fe SR NG B e U N R e Ny Mg P \ARGAR SR e

(ngadas) dan J;asﬂnya dibagi dua, yakni
saksi pangadas dapat 50 persen. §

Atas keterangan lima saksi yang

- kompak men, tidak mengetahui soal

kelompok tani itu, sidang berlangsung
cukup cepat. saat terdakwa ya

didampingi kuasa hukumnya, Bimantar
Putra, ditanya hakim, membenarka
‘hama-nama ith asal copot saja. “Ya, say
masukkan sajd nama-namanya,” ujar ter-
dakwa Juliasa polos. Sebelum ketok p |
‘untuk melanjutkan sidang pekan depan.
~majelis hakim|sempat menanyakan so
'BAP. Dan saksi mengatakan bahwa
nya benar se
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_ Bangli (Bali Post) -

Pemanfaatan gedung eks Ru'mali_‘.S‘é‘i it Umum Daerah

(RSUD) Bangli yang saat ini berada pac

dua kepentingan,

yakni kepenting ‘pemerintah daerah dan pemerintah
provinsi tak kunjung menemui titik terang. ‘Pas%lpya,
koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi
terkait waktu dim lainya pemanfaatan gedung itu hingga
saat ini belum mendapatkan jawaban dan terkesan digan-
tung. Padahal, pemerintah daerah sangat _membn?;uhkaﬁ,

gedung untuk sejumlah SKPD

_ Kepala Bagian Upjum Setda
Bangli I Made Mahindra Putra,
Kamis (18/6) ke narin,| mengung-
kapkan hingga saat ini pihaknya

" hanya mendapatkan jawaban dari
Pemprov bahwa gedung eks RSUD
itu direncanakan dimanfaatkan
sebagai rumah sakit rehabilitasi
narkoba. Adanya jawab 1 yang ter-

- batas, membuat pihak pe: lerintah

daerah terus berkoordinasi dengan
Bagian Aset Pemprov terkait kapan
gedung itu dimanfaatkan. Namun
sayang, dikatakan Mahindra Putra, -
_hingga saat ini jawaban pun tak
kunjung ada. :
-~ “Rencana pemanfaatan gedung
. itu dari pemprov sudah ada. Namun
terkait kapan dimanfaatkan, hingga

saat ini kami belum mendapatkan
jawaban. Padahal hal itu sangat .

merencanakan untuk saling hi-

~ bah aset dengan RSUD Bangli

yang merupakan aset Pemenntah
Provinsi Bali yang kini berstatus
sebagai hak pakai. “Kami berencana
untuk saling hibah aset antara
eks rumah sakit dengan RSUD
li seka; yang merupakan
milik provinsi
berstatus sebagai hak pakai oleh
pemerintah daerah,” katanya,
Dijelaskan juga, apabila tidak
melakukan saling hibah aset,
pemerintah daerah hanya bisa.

' meminjam eks RSUD itu.
- Namun, w

‘ sangat singkat. -
Jika waktu peminjaman itu sudah
berakhir, secara otomatis pemerin-
tah daerah harus kembali mencari
tempat untuk SKPD yang gedung-

nya kurang representatif. Oleh

kami perlukan,” jelasnya, sebab itu, saling hibah ini dianggap
- Guna mempercepat pemanfaa- ~ sebagai 1 satu solusi untuk me-
tan gedung itu, pihaknyE sempat * nyikapi kea aan ini. (kmb45)
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Temuan_BPK i

Pemkab Diminta Sop Pungu P

Amlapura (Bali Post) -

Pajak galian C telah menjadi a
tan asli daerah (PAD). Tak peduli galian C itu
asal bisa menggelembungkan pundi
Pemeriksa Keuangan (BPK). Ka e
dilarang melakukan pungutan paj
itu, khusus terhadap operasiona
selama ini tidak ditertibkan.

Tampaknya usaha gélian
C seperti itu cukup banyak
beroperasi di Karangasem,

dengan melabrak perda. Jika
itu terus dibiarkan akan men-
imbulkan kerusakan lingkun-

gan yang _lébih parah..
Fakta itu disampaikan
Wakil Bupatj Karrax}grausem,

Made éukerana, saat bertat-
ap muka dengan masyarakat
Kecamatan Sidemen, di Wan-
tilan Pura Puseh, Desa Tab-
ola, Sidemen, Kamis (18/6)
kemarin. Sukerana menyam-
paikan, larangan tersebut
tertuang dalam temuan BPK
tahun ini, terhadap hasil LHP
LKPD (Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah) tahun
anggaran 2014. Ia mengakui,
penertiban galian C di Ka-
bupaten Karangasem ‘cukup
sulit. Perda galian C masih
menetapkan aturan hingga

ketinggian 500 meter. Tetapi,

galian C di kawasan Keca-
matan Selat dan Rendang
dikatakan sudah melebihi
500 meter. Pelanggaran tata
ruang ini, justru sangat ber-
bahaya. Soalnya pada keting-
gian itu yakni lereng Gunung
Agung
hutan, daerah tangkapan
atau resapan air hujan, ada
banyak pura dan permuki-
man penduduk.

Meski demikian, pihaknya
menegaskan bakal berupa-
ya menindaklanjuti serius
temuan BPK tersebut den-
gan instansi terkait lainnya.
Kalau memang sudah tidak

berizin, bagaima'ng diatur

erupakan kawasan -

Bodong

alan Karangasem dalam mendulang pendapa-
berizin atau tanpa izin alias bodong
-pundi PAD. Hal ini menjadi temuan Badan
na itu, pemerintah Kabupaten Karangasem
ak terhadap operasional galian C. Larangan
usaha galian C tanpa izin alias bodong, yang

dalam perda, akan segera
ditertibkan. Namun sebelum
langkah itu ditempuh pe-
merintah daerah, pihaknya
kembali mengingatkan agar
operasional galian C bodong,
sadar diri dan tidak melaku-.
kan pengerukan lagi. Ia mem-
inta dukungan kekuatan adat
di wilayah setempat, untuk
membantu pemerintah daer-
ah menyadarkan masyarakat
setempat yang masih bandel
dengan melakukan pengeru-
kan tanpa izin, terutama di
Kecamatan Rendang dan
Selat. : :
Galian C selama ini telah
menjadi aktivitas pertamban-
gan yang menjadi andalan

-penyumbang PAD (Pendapa-

tan Asli Daerah) ‘Kabupaten
Karangasem sejak era Bu-
pati Wayan Geredeg. Sejak
tahun 2009 PAD yang hanya
Rp 42,47 miliar, kemudian
tahun 2010 meningkat men-
jadi sebesar Rp 55,18 miliar,
tahun 2011 langsung meroket
menjadi Rp 121,58 miliar,
tahun 2012 sebesar Rp 130,26
miliar, tahun 2013 sebesar
Rp 158,14 miliar, tahun 2014
sebesar Rp 202,73 miliar, dan

- tahun 2015 baru mencapai Rp

205.27 miliar. (kmb31)
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A' - Kahin yy/  kredit di daerah. "Sebagai membutuhkan informasi ter-
jalngahlfpdteﬂ/ - wujud pencapaian itu, saatini ~ kait dengan keperadaan Jam-
Koﬁ Tanmn,Modai PTJamkrida telah melakukan ~ krida Bali Mandara. Selain
DENPASAR C S penjamm nt agﬁ;,??? nasa- itu, pihaknya juga mengem-
DENP 2 @ahp_g?guif ‘bah dengan plafon sebesar Rp  bangkan kerjasama dengan
diraih PT Penjamin Kredit 1,9 triliun, beberdia. ~  BPR, LPD dan Koperasi. Saat
Daerah (Jamkrida) Bali Man-  Bahkan, lanjut dia, dari tota + ini, pihaknya telah menjalin
dara. Sebagailembaga penja- nasabah, 62 persen di antars kerjasama dengan 30 BPR
min kredit d';}\qta}il, Jamkrida nya me_rup;akén UMKM yang yang tersebar di seluruh Bali.
mampu menjadi pendorong  bergerak di sektor ekonomi  Ke depannya, kerjasama ini
kema)uag} khususnya untuk produktif. Pihaknya berharap, akan terus dikembangkan
usaha mikro kecil dan me- ~ dengan capaian ini, ke dep:i . untuk meningkatkan layanan
nengah (UMKM) diBali. ~ PTJamkrida bisa menjadilem- bagi para nasabah yang mem-
Seperti dlt_qgaskgn Direktur  baga penjamin yanglebih baik butuhkan kredit namun tak
Utama PT«Iamk'I:i'da BaliMan- dalam mendorong kemajuan punya jaminan. Lebih dari
dgra I Ketut.WIdiana Karya. * UMKM di daerah,” harapnya.  itu, Jamkrida Bali Mandara
Dikonfirmasi di sela pelapo- ~ Sejalan dengan pesatnya juga terus melakukan upaya
ran .perl.c‘embangan lembaga pertumbuhan yang dicapai, integrasi dengan program
penjamin kredit kepada Gu- kata da, PT Jamkrida Bali unggulan lainnya seperti
bernur Bali M@de Mangku Mandara juga terus melaku- Simantri dan Gerbangsadu.
‘v_Pas,t,ika, kemarin (18/6), dia kan upaya peningkatan kual-  “Kami sudah menyosial-
;:}enyatakan ‘bahwa sejak itas layanan. Salah satunya isasikan program ini pada
..dapentuk padaJuni2011,saat dengan merekrut personel di sejumlah penerima program
ini dengan memasuki tahun  setiap kabupaten/kota. Mere- ‘Gerbangsadu dan Siman’-
‘ke—S:, PT Jamkrida mampu kabertugas memberi penjela- tri. Mereka bisa menambah
frgem&gii lgvmllaga penjamin san *epada masyarakat yang modal dengan penjaminan
Jamkrida,” tambahnya.

Sementara Gubernur Pas-

tika meyatakan cukup puas

dengan capaian yang diraih

Jamkrida Bali Mandara sela-

ma kurun waktu 4,5 tahun.

Hanya saja, dia mengingatkan

agar Jamkrida Bali Mandara

tak serta merta puas dengan

apayang diraih. “Yang paling

penting, program ini mem-

bawa manfaat positif bagi

masyarakat Bali,” ujarnya.

Mengingat manfaatnya

yang makin dirasakan oleh

masyarakat khususnya

pelaku UMKM, dia men-

dorong Kabupaten/Kota un-

tuk menambah penyertaan

modal di PT Jamkrida Bali

Mandara. Hal ini penting

agar perdsahaan penjamin

.milik daerah ini dapat lebih

banyak lagi melakukan pen-
jaminan bagi mereka yang

membutuhkan. (pra/yor)
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"Memang wilayah ity
dulunya wilayah kon-
servasi yang tidak
dibenarkan untuk
dibangun. Tetapi se-
tahu saya, undang-un-
'dang ini sudah berubah

~ bahwa di sana itu
adalah kawasan yang

bisa termanfaatkan.

Itu undang-undangnya

- sudah berubah dan

Saya sudah sempat

baca.”

Wakil Gubernur
Ketut Sudikerta

T

Geohe Kembl

nemuka

Wagub Sudikerta Sebut
Harus Dijalankan

PEMANFAATAN energi panas
bumi atau geothermal di Bedugul kem-
bali mengemuka. Keinginan pemerintah|
untuk membangkitkan lagi geothermal
dibungkus rapi dalam rencana pengem-
bangan Bali sebagai kawasan nasional
energi bersih. Dalam hal ini, Bali akan
dijadikan pilot project energi baru terba-
rukan yang ramah lingkungan.

Seperti yang terungkap dalam per-
temuan antara Wakil Gubernur Bali 1
Ketut Sudikerta dengan Kementerian
ESDM, dalam hal ini Satgas Percepatan
Pengembangan Energi Baru Terbaru-
kan (P2EBT) di Gedung Wiswasabha,

Kamis (18/6) kemarin. Pertemuan ini|
juga dihadiri dinas terkait di Pemproy

Bali, PLN Distribusi Bali, Pertamina, PT
Indonesia Power, dan Perusda Bali.

Satgas P2EBT Reza Kusumaatmadja
mengatakan, kerangka pengembangan
Bali sebagai kawasan pengembangan
energi bersih terbagi dalam tiga tier.
Masing-masing, on grid energy pada
2015-2016 (0 s.d. 18 bulan), off grid
‘energy pada 2016-2017 (12 s.d. 36
bulan), dan energi bersih masa depan
pada 2017-2018 (36 bulan ke depan).
Pengembangan PLT panas bumi di
Bedugul dimasukkan dalam tahap on
grid energy.

“Salah satu hal yang bisa ditindak-
lanjuti juga mungkin secara komu-
nikasi harus diperbaiki adalah yang di

AWat | 9 g 20¢
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“'menurutnya sudah teratasi la}ntaran

Bedugul, geothermal,” wjarnya. Selain
geothermal, on grid energy juga meliputi
konversi dari diesel atau batu |bara ke
gas (PLTG Pemaron dan PLTG Gili-
manuk), pengembangan PLTG |baru di
barat dan timur, pehylapan SPBG, dan
waste to energy di TPA Suwung. Semen-
tara pembangunan Center on Excellence
energi baru terbarukan di Bali bary
direncanakan pada tahap energi bersih
masa depan.

Wakil Gubernur Bali I Ketuf Sudik-
erta secara spontan langsung nenya-
takan bila geothermal memang harus
dijalankan. Terlebih saat ini, persoalan
perizinan yang dulu menghambat

“Gas (energi r
kungan - red) yang kita
harapkan ada di thermal
yang ada di Bedugul tetapi
distop oleh sebagian kecil
LSM yang ada di Bali ini.
Tetapi masyarakatnya ses-
ungguhnya tidak,” jelasnya.
(kmb32)

\

sudah ada revisi Undang-
undang No.5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya. )
“Memang wilayah itu du-
lunya wilayah konservasi yang
tidak dibenarkan untuk diban-
gun. Tetapi setahu saya, undang-
undang ini sudah berubah bahwa
di sana itu adalah kawasan yang
bisa termanfaatkan. Ity undang-
undangnya sudah berubah
dan saya sudah sempat baca,”
war Sudikerta.
Hal. 23
Ramah Lingkungan
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